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Emisi GRK dari sektor energi terutama disebabkan oleh pembakaran sumber energi fosil yang berlebihan terutama minyak bumi, gas bumi dan batubara. Kegiatan sehari-hari yang terkait dengan sektor ini adalah pembangkitan listrik serta penggunaannya, kegiatan industri, dan transportasi. Semakin boros pemanfaatan sumber energi ini, maka akan semakin banyak emisi GRK yang dihasilkan. Sektor pertanian dan peternakan juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya emisi GRK khususnya CH4 yang dihasilkan dari sawah tergenang. Selain CH4, GRK lain yang dikontribusikan dari sektor pertanian, adalah N2O yang dihasilkan dari pemanfaatan pupuk serta praktek pertanian. Sektor peternakan juga tak kalah dalam mengemisikan GRK. Proses fermentasi di dalam sistem pencernaan ternak seperti halnya kotoran yang dihasilkan, akan menghasilkan CH4.

1. Penyebab Iklim Berubah
Aktivitas manusia merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Selain itu pertambahan populasi penduduk dan pesatnya pertumbuhan teknologi dan industri ternyata juga memberikan kontribusi besar pada pertambahan GRK. Akibat jenis aktivitas yang berbeda-beda, maka GRK yang dikontribusikan oleh setiap negara ke atmosfer pun porsinya berbeda-beda. Di Indonesia sendiri GRK yang berasal dari aktivitas manusia dapat dibedakan atas beberapa hal, antara lain kerusakan hutan termasuk perubahan tata guna lahan, pemanfaatan energi fosil, pertanian dan perternakan, dan sampah.
Pemanfaatan energi secara berlebihan, terutama energi fosil merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim secara global. Hutan yang semakin rusak, baik karena kejadian alam maupun penebangan liar, juga menambah jumlah GRK yang dilepaskan ke atmosfer secara signifikan serta fungsi hutan sebagai penyerap emisi GRK. Selain itu pertanian dan perternakan serta sampah berperan sebagai penyumbang GRK berupa gas metana (CH4) yang ternyata memiliki potensi pemanasan global 21 kali lebih besar daripada gas karbondioksida (CO2).

2. Dampak Perubahan Iklim
Rangkaian kejadian ini dipercaya mengakibatkan terjadinya perubahan klim yang akan memberikan dampak bagi kehidupan. Mengingat perubahan iklim bersifat global, maka dampak yang ditimbulkannya pun akan bersifat global pula. Tidak ada daerah yang akan luput dari dampak perubahan iklim, perbedaannya hanya pada tingkat dampak yang dirasakan serta kemampuan untuk beradaptasi. Dalam skala global, perubahan iklim akan mengakibatkan terjadinya pencairan lapisan es. Pencairan ini tidak hanya terjadi di daerah kutub tetapi juga di beberapa puncak gunung yang selama ini dipercaya ditutupi lapisan es abadi. Sejak dekade 1960-an, lapisan es yang  menyelimuti bumi ini telah berkurang sebanyak 10 persen. Mencairnya lapisan es memberikan dampak berupa peningkatan volume air di permukaan bumi secara keseluruhan, terutama volume air laut

 Selain itu, peningkatan suhu juga akan mengakibatkan meningkatnya pemuaian air yang akan berakibat pada peningkatan volume. Peningkatan volume air laut pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan tinggi muka air laut. Jika tinggi muka air laut meningkat dapat dibayangkan daerah pesisir akan berubah dari daratan menjadi lautan. Studi yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa dalam 100 tahun terakhir telah terjadi peningkatan permukaan air laut setinggi 10-25 cm dan diperkirakan pada tahun 2100 peningkatan muka air laut akan mencapai 15-95 cm dibandingkan saat ini.
 Dengan kondisi tersebut akan banyak pulau-pulau serta wilayah pesisir yang tenggelam dan mengakibatkan sekitar 46 juta orang yang hidup di pesisir pantai harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Perubahan iklim juga akan mengakibatkan terjadinya pergeseran musim. Di beberapa tempat, musim kemarau akan semakin panjang sementara musim hujan memendek. Akibatnya akan timbul bencana kekeringan. Kekeringan akan memberikan dampak turunan seperti kegagalan panen serta krisis air bersih musim kemarau yang panjang mengakibatkan terjadinya musim hujan yang pendek namun dengan intensitas yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan bencana banjir, badai dan tanah longsor. Dampak perubahan iklim juga dirasakan di Indonesia. Tidak dapat disangkal lagi, karena kondisi geografis dan topografisnya, Indonesia termasuk negara yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Di Indonesia sendiri telah terjadi peningkatan suhu sebesar 0,3 oC sejak tahun 1990. dan di tahun 1998, suhu mencapai titik tertinggi yaitu sekitar 1 oC di atas suhu rata-rata tahun 1961-1990. 
dampak lain yang diperkirakan terjadi akibat perubahan iklim adalah tak menentunya pola curah hujan. 

Dalam abad ini, curah hujan di Indonesia rata-rata turun sekitar 2-3 persen pertahun. Sebaliknya, akibat dari perubahan iklim, curah hujan diperkirakan justru akan meningkat di wilayah Indonesia bagian selatan. Ketidakpastian musim akan menggangu para petani dalam menjalankan kegiatannya, bukan hanya musim tanam yang tak menentu melainkan juga kegagalan panen akibat kemarau panjang atau hujan yang berlebih. Tak menentunya iklim menyebabkan turunnya produksi pangan di Indonesia, akibatnya Indonesia harus mengimpor beras. Peningkatan intensitas hujan akan menimbulkan banjir yang kemudian menyebabkan produksi padi menurun karena sawah terendam air. Tingginya curah hujan juga mengakibatkan hilangnya lahan dan erosi tanah. Akibatnya, kerugian pada sektor pertanian mencapai US$ 6 milyar pertahun. 

 Dengan naiknya permukaan air laut, banyak pulau-pulau kecil dan daerah landai di Indonesia akan tenggelam. Diperkirakan sekitar 2.000 pulau akan hilang dari wilayah Indonesia. Akibatnya, masyarakat nelayan yang tinggal di sepanjang pantai akan semakin terdesak. Mereka akan kehilangan bukan saja tempat tinggal serta infrastruktur pendukung yang telah terbangun tetapi juga mata pencahariannya. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya tangkapan ikan akibat tak menentunya kondisi iklim misalnya kecepatan angin serta gangguan yang terjadi terhadap ikan di laut karena perubahan temperatur air laut. Kenaikan air laut juga akan merusak ekosistem hutan bakau (mangrove), serta mengubah sifat biofisik dan biokimia di zona pesisir. Masalah lain yang ditimbulkan sebagai akibat naiknya muka air laut adalah memburuknya kualitas air tanah di perkotaan akibat intrusi (perembesan) air laut. Intrusi air laut juga mempengaruhi kondisi sungai dan danau dan akan berdampak terhadap kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Kerusakan juga akan terjadi pada banyak infrakstruktur kota akibat salinitas air laut. Sektor kehutanan pun akan menerima dampak dari perubahan iklim ini. 

Ketidakmampuan beberapa jenis flora dan fauna untuk beradaptasi akan mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi ekologi hutan. Spesies yang tidak mampu beradaptasi akan punah sementara spesies yang lebih kuat akan berkembang tak terkendali.8 Selain itu, panjang serta keringnya musim kemarau telah memacu peningkatan terjadinya kebakaran hutan. Dampak lain dari perubahan iklim di Indonesia adalah meningkatnya frekuensi penyakit tropis, seperti malaria dan demam berdarah. Tanpa adanya upaya memperlambat terjadinya perubahan iklim, diperkirakan kasus malaria yang pada tahun 1989 sebesar 2.705 akan menjadi 3.246 di tahun 2070,
 demikian pula dengan kasus demam berdarah dalam periode yang sama akan meningkat empat kali lipat. Sudah barang tentu, dampak negatif akan dirasakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada tahun 2000 kerugian akibat banjir, kebakaran hutan, topan serta musim kemarau di seluruh Indonesia berjumlah US$ 150 milyar dan menelan korban jiwa sebanyak 690.
 Sementara studi yang dilakukan memperkirakan kerugian tahunan di sektor pertanian sebesar Rp 23 milyar, di sektor pariwisata sebesar Rp 4 milyar dan dana perbaikan infrastruktur pesisir sekitar Rp 42 milyar.

3. Perubahan Iklim di Mata Dunia Internasional

Perubahan iklim menjadi isu yang mendunia sejak pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi Dunia (World Meteorology Organization – WMO) di pertengahan dekade 80-an. Berbagai penelitian dan data yang ada menggambarkan kaitan yang erat permukaan bumi. Demikian pula dengan perkiraan dampak yang akan ditimbulkannya. Perkembangan inilah yang akhirnya mendorong World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 1988.
 IPCC sendiri merupakan kelompok para ilmuwan dari seluruh dunia yang bertugas untuk meneliti fenomena perubahan iklim serta solusi yang diperlukan. IPCC memiliki peran untuk menyediakan data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak dan transparan mengenai informasi teknis, sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Data ini termasuk pula sumber GRK, dampak-dampak perubahan iklim serta strategi yang perlu dilakukan dalam hal pengurangan emisi GRK (mitigasi) dan upaya yang dilakukan untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 

Laporan pertama IPCC diterbitkan pada tahun 1990 dan dikenal sebagai First Assessment Report. Laporan ini memastikan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman bagi kehidupan seluruh umat manusia. Karenanya, IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk menanggulanginya. Pada Desember 1990, Majelis Umum PBB akhirnya menanggapi seruan IPCC untuk mengatasi masalah perubahan iklim secara global dengan meluncurkan negosiasi mengenai kerangka konvensi perubahan iklim dan dengan membentuk Intergovernmental Negotiating Committee (INC) untuk pelaksanaan negosiasi tersebut. Akhirnya, pada (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).

B. Peran PBB Dalam Mengatasi Perubahan Iklim
1. United Nation Coference on Enviroment and Development 
Dalam United Nation Coference on Enviroment and Development ( UNCED ) di Rio de Janiero, braziltanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992, para pemimpin dunia sepakat untuk mengadopsi rencana – rencana besar yang terkait dengan upaya konservasi lingkungan namun tetap dapat mensejahterakan umat manusia melalui pembangunan. 
Kesepakatan itu tertuang di dalam 3 dokumen yang bersifat tidak mengikat secara hukum ( legally non binding ), yaitu:

1) Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan pembangunan. Peryataan yang meliputi  prinsip yang menekankan hubungan antara lingkungan dan pembangunan.

2) Penyataan tentang Prinsip – prinsip Kehutanan. Pernyataan yang mengenali pentingnya hutan bagi pembangunan ekonomi, penyerap karbon atmosfer, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan daerah aliran sungai.

3) Agenda 21. Sebuah rencana konprehensif mengenai program pembangunan berkelanjutan ketika dunia memasuki abad ke 21.

Selain itu dalam UNCED juga disepakati dua dokumen yang secara hukum mengikat, yaitu:

1) Convention on Boilogical Diversity ( Konvensi mengenai Keanekagagaman Hayati )

2) United Nation Framework Convention on Climate Chang ( Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan IKlim, UNFCCC )

UNCED yang bertema “Think Globally, Act Locally” ini untuk menekankan perlunya semangat kebersamaan utuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya – upaya melaksanakan pembangunan dan melestarikan sumber daya alam. Dengan tema ini tujuan pembangunan berkelanjutan bumi dapat dicapai dengan tindakan – tindakan local yang proposional.
2. United Nation Framework Convention on Climate Change

UNFCCC diadakan untuk mengatasi permasalahan pemanasan bumi, isu utama yang dibicarakan di UNFCCC adalah bagaimana agar konsertasi gas rumah kaca dapat dikurangi dan distabilkan agar system iklim bumi tidak terus memburuk. UNFCCC disepakati secara universal di New York, Amerika Serikat pada taggal 9 Mei 1992 setelah melalui egisiasi yang panjang. Adapun tujuan dari dibentuknya UNFCCC terdapat dalam pasal 2 UNFCCC menyatakan sebagai berikut:

“The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevany provisions of the would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should de achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatned and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.”

Dalam pasal 2 UNFCCC menyatakan bahwa tujuan dari UNFCCC maupun instrument hukum lainnya yang terkait yang dibuat oleh Conference of the Parties adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat tertentu dari kegiatan manusia yang membahayakan system iklim. Tingkat tersebut harus dicapai dalam kurun waktu yang memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alamiah dengan perubahan iklim, yang memberi kepastian bahwa produksi pangan tidak terganggu dan yang memungkinkan pembangunan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan. Dalam pasal 3 UFCCC terkandung prinsip – prinsip untuk mencapai tujuan yang disebutkan dalam pasal 2 UNFCCC.
Pasal 3 UFCCC mencantumkan Prinsip – prinsip sebagai berikut:

1) Para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan yang akan datang, atas dasar keadilan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama yang berbeda – beda dan sesuai dengan kemampuan masing – masing. Sesuai dengan itu, pihak negara maju harus mengambil peranan penting dalam menanggulangi perubahan iklim dan kerugian yang diakibatkannya

2) Kebutuhan tertentu dan keadaan khusus dari pihak negara berkembag, terutama yang rawan terhadap akibat perubahan iklim yang merugikan, dan bagi para pihak, terutama pihak negara berkembang yang harus memikul ketidakseimbangan atau beban tidak wajar berdasarkan konvensi ini, harus diberikn pertimbangan penuh.

3) Para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau mengurangi penyebab dari perubahan iklim dan meringankana akibat yang merugikan. Apabila ada ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah yang lengkap kebijaksanaan dan tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim harus erdasarkan efektifitas biaya untuk terjaminnya manfaat secara global berdasarkan biaya serendah mungkin. Untuk mencapai ini, kebijaksanaan dan tindakan demikian harus mempertimbangkan konteks social ekonomi yang berbeda, harus komprehensif, mencakup semua sumber yang relevan, bak cuci dan tempaat penyimpanan gas rumah kaca serta penyesuaian dan mencakup semua sector ekonomi. Upaya – upaya untuk menghadapi perubahan iklim dapat dilakukan secara kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
4) Semua pihak mempunyai hak untuk dan harus memajukan pembangunan berkelanjutan. Kebijaksanaan dan tindakan untuk melindungi sistem iklim terhadap perubahan akibat campur tangan manusia harus memadai bagi keadaan khusus setiap pihak dan harus diintgrasikan dengan program pembangunan nasional, dengan memperhitungkan bahwa pembagunan ekonomi adalah esensial bagi dilakukannya tindakan – tindakan untuk menghadapi perubahan iklim.
5) Semua pihak harus berkerjasama untuk membangun sistem ekonomi internasional yang menunjang dan bersifat terbuka menuju pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi semua pihak, khususnya negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih baik menghadapi perubahan iklim. Tindakan yang harus dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim, termasuk tindakan unilateral, tidak oleh menjadi sarana agi diskriminasi sewenang – wenang dan tidak bertanggungjawab atau pembatasan perdagangan internasional terselubung.
Secara umum, prinsip – prinsip yang dianut oleh UNFCCC yaitu:

1) Common but Differentiated Responsibilities ( Prinsip Tanggungjawab Bersama Namun Bereda ). Hal ini berarti bahwa setiap negara memiliki tanggungjawab yang lebih dengan menunjukan kepemimpinanya dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya.

2) The Precautionary Principle ( Prinsip Kehati–hatian ). Cara penanganan yang berhati – hati diterapkan sebagai prinsip dalam upaya mengantisipasi, mencegah dan meminimumkan peyebab serta mengurangi akibat perubahan iklim. Yang dimaksud dengan berhati – hati disini adalah bahwa tata cara yang berhati – hati harus diterapkan jika ancaman perubahan iklim nyata dan akibatnya tidak dapat dipuliihkan. Tidak adanya ukti ilmiaah yang cukup tidak bias dijadikan alasan untuk menunda penerapan prinsip ini.
Protokol Kyoto dibuat dengan tujuan dan prinsip – prinsip yang sama dengan tujuan dan prinsip – prinsip yang dianut oleh UNFCCC.
C. Latar Belakang Pembentukan Protokol Kyoto
1. Proses Pembentukan Protokol Kyoto
a. Sidang pertama Conference of the Parties

Pada dasarnya Protokol Kyoto disepakati pada siding ketiga Conderence of the Parties UNFCCC. Sidang ke tiga Conderence of the Parties diselenggarakan pada tanggal 1–11 Desember 1997, di Kyoto, Jepang Conderence of the Parties ini merupakan badan tertinggi UNFCCC yang memiliki wewenang membuat keputusan. Lembaga ini merupakan asosiasi para pihak yang meratifikasi UNFCCC. Penegasan pembentukan Conderence of the Parties  dan tugas–tugasnya diatur dalam pasal 7 UNFCCC. Pasal 7 paragraf I UNFCCC menyatakan : “A Conference of the Parties is herey established”.  Maksud dari pasal ini adalah menegaskan pembentukan Conderence of the Parties (selanjutnya akan disebut COP). Kemudia mengenai tugas dari COP ini diatur dalam pasal 7 paragraf 2 UNFCCC:

“The Conference of the Parties, as the supreme body of this Convention shall keep under regular review the implementation of the Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt, and shall make, whitin its mandate, the decisions necessary to promote the effective implementation of the Convention.”

Artinya, COP merupakan badan tertinggi yang dapat mengawasi dan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan UNFCCC dan menyepakati pembuatan peraturan atau instrument hukum lainnya untuk mengefektifkan pelaksanaan dari konvensi. Untuk dapat melaksanakan tugasnya maka COP mengadakan siding setahun sekali. Mengenai siding COP ini diatur dalam pasal 7 paragraf 4, yang menyatakan:

“The first session of the Conference of the Parties shall be convened by interim secretariat reffered to in article 21 and shall take place not later than one year after the date entery into fore of the Convention. Thereafter, ordinary session of the Conference of the Parties shall be held every year unless otherwise decide by the Conference of the Parties.”
Pasal ini menegaskan akan dilaksanakannya sidang  pertama COP yang diatur oleh sekretariat interen sesuai degan pasal 21. Sidang pertama COP ini harus diselenggarakan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah UNFCCC mulai berlaku. COP mengadakan sidang setahun sekali kecuali apabila COP menentukan lain. Dalam pasal 23 paragraf 1 UNFCCC dinyatakan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh 55 negara. Pada saat siding pertama COP diselenggarakan UNFCCC telah diratifikasi oleh 55 negara. Pda saat sidag pertama COP diselenggarakan UNFCCC telah diratifikasi oleh 127 negara yang berarti syarat untuk berlakuyaa UNFCCC telah terpenuhi.
COP menyelenggarakan sidang pertamanya pada tanggal 28 Maret-7 April 1995 di Berlin, Jerman. COP yang pertama ini dihadiri oleh 154 negara dan 13 organ-organ PBB serta 243 Non-Governmental Organization/NGO.

Hal-hal yang dibicaraakan dalam sidag pertama COP adalah sebagai berikut:

1. Berlin Mandate yang berisikan kesepakatan para pihak untuk memenuhi suatu proses dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca negara-negara yang termasuk dalam Annex 1. UNFCCC melalui pelaksanaan protokol atau instrument hukum lainnya. Kemudian dientuklah Ad Hoc on Berlin Mandate (AGBM). AGBM ini terdiri dari 25 negara. AGBM diketuai oleh Mr. Raul Estrada Oyuela yang berasal dari Argetina. Tugas dari AGBM ini adalah merumuskan isi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Protokol Kyoto.
2. Pembentukan subsidiary bodies (Badan Tambahan) yang terdiri dari:

1) Subsidiary Body For Scientific and Technological (Badan Subsider Penasehat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
2) Subsidiary Body for the Implementation (Badan Subsider Pelaksanaaan).
3. The repot on implementation (Laporan pelaksanaan Konvensi).
1) Trasfer of technology (Pengalihan Teknologi).
2) Finacial procedures (Prosedur Keuangan)
4. Keputusan tempat dan tanggal sidang kedua COP dan pengaturan sidang ketiga.
b. Sidang kedua Conference of the Parties

Selanjutnya COP menyelenggarakan sidag kedua pada tanggal 9-16 Juli 1996 di Jenewa, Swiss. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara peserta dan 2 negara peninjau, 13 organ-organ PBB serta 243 NGO. Hasil dari sidang kedua Conference of the Parties ini adalah sebagai berikut:

1. Report on the implementation of the onvention (laporan pelaksanaan konvensi).

2. Report of the Subsidiary Bodies (laporan dari Badan tambahan Konvensi).

3. Keputusan bahwa pelaksnaan sidang ketiga COP akan diadakan pda tanggal 1-11 Desember di Kyoto, Jepang. Keputusn untuk menyelenggarakan sidang ketiga COP di Kyoto, jepang adalah karena atas penawaran dari tuan rumah yaitu Jepang dan disetujui secara aklaamasi oleh para pihak.
c. Sidang Ketiga Conference of the Parties: Proses Pembetukan Protokol Kyoto

Pada dasarnya Protokol Kyoto disepakati pada sidang ketigaa COP. Sidang ketiga COP diselenggarakan pada tanggal 1-11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang. Sidang ketiga ini dihadiri oleh 158 negara peserta UNFCCC, 6 negara bukan peserta UNFCCC, 15 organ-organ PBB, 15 Inter-Govrmental Organization/Organisasi Pemerintah, serta 243 NGO. Sidang ketiga COP ini dibuka oleh Mr. Hiroshi Ohki selaku ketua sidang. Adapun susunan petugas sidang ketiga COP ini adalah sebagai berikut:
1. Ketua sidang

: Mr. Hiroshi Ohki (Jepang)

2. Wakil Ketua

: Mr. Anthony Clarke (Kanada)

: Mr. Tengiz Gzirishvill (Georgia)

: Ms. Cornelia Quennet Thielen (Jerman)

: Mr. George Manful (Ghana)

: Mr. Sergio Zelaya Bonilla (Honduras)

: Mr. Espen Ronneberg (Kepulauan Marshall)

: Mr. Luis Herrera Marnaco (Venezuela).
3. Reporter

: Mr. Maciej Sadowski (Polandia).
4. Ketua Badan Subsider Penasehat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Mr.Kok Kee Chow (Malaysia).

5. Ketua Badan Subsider untuk Pelaksanaan : Mr. Bakary Kante (Senegal).

Agenda terpenting yang dibicarakan dalam sidang ketiga COP ini adalah mengenai adopsi suatu protokol atau instrument hukum lainnya sebagai pemenuhan komitmen Mandat Berlin
. Teks dari Protokol Kyoto sudah dibicarakan oleh sebuah komite khusus yaitu AGBM. Pada sidang yng erlangsung di Kyoto, Jepang, AGBM menyampaikan laporannya mengenai hasil yang telah dicapai pada sidang AGBM, yang telah bersidang selama delapan kali dan pada sidang terakhir tercapai suatu kesepakatan mengenai isi ketentuaan Protokol Kyoto. Hasil dari AGBM adalah rancangan isi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Protokol Kyoto yaitu:

1. Introduction (Penghantar). Bagian penghantar terdiri atas:

1) Preamble (pembukaan)

2) Definition (definisi)

3) Objectives (tujuan)

4) Principles (prinsip-prinsip Protokol Kyoto)

2. Strengthening commitments in article 4.2(a) and 4.2 (b) (memperkuat komitmen yang sudah diatur dalam pasal 4 paragraf 2 huruf q dan pasal 4 paragraf 2 huruf b) melalui:
1) Political and measures (kebijakan-kebijakan dan pengaturan-pengaturan), yang terbagi atas:

a. General commitments and guiding objectives (komitmen bersasma dan petunjuk tujuan)

b. Specific policies and measure (kebijakan dan pengaturan khusus)

2)  Quantified emissions limitation and reduction objectives (ketentuan mengenai kuantitas emisi dan obyek-obyek penurunan emisi), yang terdiri atas:

a. Guiding objectives (petunjuk pelaksanaan)

b. Legal character (karakter hukum)

c. Coverage (ruang lingkup)

d. Atmospheric concentration (konsentrasi atmosfer)

e. Level, timing and emissions budgets (tingkat penurunan emisi, periode penurunan dan biaya emisi)

f. Differentiation (pembedaan)

g. Emissions trading and joint implementation (perdaganggan emisi dan pelaksanaan secara bersamam-sama)

3) Possible impact on developing countries of new commitments in the new instrument/economic injuries sustained by developing country (kemungkinan-kemungkinan komitmen baru dari negara berkembang melalui instrument baru/ganti rugi ekonomi yang tetap bagi negara berkembang)

4) Measurement, reporting and copmmunication of information (pengaturan, laporan, dan komunikasi informasi)

5) Voluntary application of commitments by non-annex I parties (pelaksanaan secara sukarela dari negara-negara yang tergabung dalam daftar annex I)

3.  Review of commitments (peninjauan kembali mengenai komitmen)

4. Continuing to advance the implementation of existing commitments in article 4.1 (ketentuan untuk mengembangkan pelaksanaan komitmen yang ada dalam pasal 4 paragraf 1)

5. Evolution (evolusi)

6. Institution and processes (institusi-institusi dan proses) 

7. Final elements (ketentuan penutup), terdiri atas:
1) Decision making (pembuat keputusan

2) Amandements (Perubahan-perubahan terhadap ketentuan protokol)

3) Relationship with convention (hubungan dengan UNFCCC)

4) Adaption and amandement of annexes (penerimaan dan perubahan ketentuan-ketentuan tambahan)

5) Right to vote (hak untuk turut mengambil keputusan)

6) Relationship to other convention (hubungan dengan konvensi lain)

7) Depository (tempat penyimpanan instrument ratifikasi)

8) Signature (penandatanganan)

9) Signature (penandatanganan)

10) Provisional application (ketentuan pelaksanaan)

11) Ratification (ratifikasi)

12) Entry into force (mulai berlakunya Protokol)

13) Reservations (pengunduran diri)

14) Withdrawal (pengunduran diri)

15) Authentic texts (keautentikan naskah)

8. Annexes (tambahan), terdiri atas:

1) List of Greenhouse Gases (daftar gas-gas emisi rumah kaca yang harus diturunkan)

2) Listing of parties (daftar peserta yang harus menurunkan emisi gas rumah kacanya)
Rancangan teks inilah yang dibicarakan daalaam proses perundingan pada sidang ketiga COP. COP menunjuk Comittee of the Whole (Komite Menyeluruh) untuk melakukan pengkajian ulang terhadap rancangaan isi pasal-pasal Protokol Kyoto.
 Bertindak sebagai ketua Komite Menyeluruh adalah Mr. Raul Estrada Oyuela dari Argentina. Pada taggal 5 Desember 1997, Ketua Committee of the Whole, melaporkan mengenai isi rancangan teks Protokol tersebut. Laporan tersebut beisi mengenai pembentukan 3 panitia negosiasi untuk membahas perbaikan terhadap rancangan teks Protokol Kyoto. Panitia pertama diketuai oleh Mr. Takao Shibata yang berasal darin jepang membahas pasal-pasal yang berhubungan dengan kelembagaan dan mekanisme panitia kedua, bertindak sebagai wakil ketua adalah Mr. Jhon Ashe berasal dari Argentina serta Mr. Bo Kjellen dari Swedia membahas pasal-pasal yang berhubungan dengan perkembangan pelaksanaan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca negara-negara peserta dan mekanisme keuangan. Panitia ketiga, diketuai oleh Mr. Mohamed M. Ould el Ghaouth dari Mauritania membahas pasal-pasal yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Protokol Kyoto. Sedangkan ketua Committee of The Whole, Mr. Raul Estrada Ouyuela melakukan negosiasi mengenai masalah penurunan emisi gas rumah kaca dan sasaran penurunan.

Pada tanggal 11 desember 1997, ketua Committee of The Whole melaporkan hasil pekerjaan komite tersebut, pada tanggal yang sama pula, Committee of The Whole secara aklamasi merekomendasikan COP untuk mengadaopsi protokol tersebut yang disebut dengan Kyoto Protocol to the United nations Framework Convention on Climate Change. Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan internasional yang mengatur pelaksanaan konvensi perubahan iklim bagi para pihak Annex I UNFCCC dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dalam rangka menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berada pada tingkat tertentu. Secara garis besar materi pokok Protokol Kyoto antara lain:

1. Pengaturan kewajiban negara industri terutama yang termasuk dalam Annex I untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Adapun kewajibannyanegara-negara industri yang termasuk dalam Annex I seperti yang tercantum dalam pasal 3 Protokol Kyoto adalah sebagai berikut:

1) Pengaturan kewajiban negara industri untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di dunia secara kolektif sebesar 5 persen di bawah tingkat emisi pada tahun 1990 dalam periode komitmen tahun 2008 sampai dengan 2012.
2) Penetapan target penurunan emisi dihitung sebagai rata-rata selama 5 tahun sesuai dengan tahun dasar yangb kemajuannya dilihat pada tahun 2005.

3) Cara perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca karbondioksida, metana, nitrousoksida, dihitung menggunakan tahun dasar 1990 sedangkan hidrofluorokarbon, perfluokarbon dan belerang dihitung dengan menggunakan tahun dasar 1990 atau 1995. untuk CFCs (gas Freon) mengikuti aturan Protokol Montreal.

4) Negara industri dapat menurunkan emisi gas rumah kacanya melalui 3 mekanisme yaitu Joint Implementation, Clean Dervelopment Mechanism, dan Emmission Trading.
2. Penetapan target penurunan emisi.

3. Penetapan penyetaraan emisi gas rumah kaca dengan karbondioksida melalui Index Global Potential Warning.

4. Penekanan kewajiban negara industri maupun negara berkembang.

Committee of the Whole juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk pelaksanaan Protokol Kyoto. Rekomendasi lain juga diberikan adalah rancangan keputusan mengenai pelaksanaan pasal 4 paragraf 8 dan 9 UNFCCC dan mencapai tujuan yang diatur dalam pasal 25 Protokol Kyoto dalam hubungannya dengan keberlakuan Protokol Kyoto maka akan dibuat suatu bagan yang menunjukan total gas karbondioksida negara-negara yang termasuk dalam Annex I.

Rekomendasi mengenai adopsi teks Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, rancangan keputusan pelaksanaan pasal 4 paragraf 8 dan 9 serta pembuatan bagan yang menunjukan total gas karbondioksida dalam kaitannya dengan keberlakuan Protokol Kyoto diterima secara aklamasi oleh sidang ketiga cop ini. Berdasarkan nasehat dari ketua Committee of the Whole maka ketua sidang ketiga COP mengusulkan agar dilakukan perubahan dalam rancangan teks Protokol Kyoto. Beberapa perubahan atas rancangan teks Protokol Kyoto diusulkan secara lisan dan diterima oleh ketua sidang ketiga COP. Perubahan yang dimaksud adalah menghapuskan paragraph 11 dari pasal 12 Protokol Kyoto sehingga pasal 12 ini hanya terdiri dari 10 paragraf saja. 
Dengan demikian ketentuan yang mengharuskan COP pada sidang keempatnya untuk melakukan analisa terhadap paragraph 10 pasal 12 dihapuskan. Setelah para peserta sidang yakin bahwa tidak ada rancangan teks Protokol Kyoto yang akan diubah maka ketua sidang ketiga COP menyerahkan rancangan teks Protokol Kyoto agar dilengkapi menjadi teks Protokol Kyoto sehingga dapat dilakukan penandatanganan oleh negara-negara peserta. Penandatanganan teks Protokol Kyoto ini dimulai pada tanggal 16 Maret 1998.

D. Clean Development Mechanism (CDM)
1. Latar belakang CDM

Clean Development Mechanism (CDM) sebagai salah satu mekanisme yang terdapat dalam Protokol Kyoto adalah salah satu bentuk kegiatan jual beli penurunan emisi GRK antara negara Annex I (negara maju dan ekonomi dalam transisi) dengan negara Non–Annex I (negara berkembang). Tujuan CDM adalah untuk saling membantu di antara negara para pihak yaitu negara Non-Annex I membantu negara Annex I dalam memenuhi target penurunan emisinya seperti telah diatur dalam Protokol Kyoto, Perspektif CDM Pada Proyek Energi Terbarukan & Efisiensi Energi sedangkan negara Annex I membantu negara Non-Annex I dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Kegiatan atau proyek yang dapat dimasukkan sebagai kegiatan atau proyek CDM adalah semua jenis kegiatan yang mempunyai nilai tambah dari aktivitas normal (adanya penurunan emisi GRK dari baseline yang telah disepakati. Sektor-sektor yang mungkin masuk menjadi CDM adalah energi, industri, transportasi, pertanian dan kehutanan. 

Dalam beberapa pertemuan Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovermental Negotiating Committee, INC) menjelang COP 1 tahun 1995 telah dibicarakan upaya bersama untuk mengurangi emisi GRK. Salah satunya adalah usulan yang diajukan oleh Norwegia. Usulan yang melibatkan semua pihak ini selanjutnya dikenal dengan nama implementasi bersama (Joint Implementation, JI) di mana negara-negara berkembang juga dapat berpartisipasi di dalamnya.
 Perundingan tentang implementasi JI rupanya tidak terlalu lancar dan makin memanas ketika negara anggota OPEC menolaknya dengan alasan akan menjauhkan negara maju dari kemungkinan menandatangani Protokol Kyoto. Penolakan tersebut di dukung oleh India dan Cina yang juga mengharapkan kelompok G77+Cina untuk tidak menerima JI sebagai mekanisme yang harus diikuti negara berkembang.

Dari hasil konsultasi internal akhirnya diputuskan bahwa negara berkembang menolak untuk bergabung dalam JI di bawah Protokol Kyoto dengan alasan:

1) Biaya transaksi yang tinggi, sehingga mengurangi keuntungan negara berkembang.

2) Tidak jelasnya penentuan garis awal sebelum proyek dilaksanakan dan kemungkinan adanya kebocoran (leakage) yang mendorong terjadinya kolusi antara kedua belah pihak.

3) Isu kesetaraan yang sulit dipertahankan karena negara maju akan merubah strateginya jika biaya proyek JI sudah terlalu mahal, sementara negara berkembang belum siap memasuki industri yang rendah emisi karena belum tentu menguasai teknologinya.

4) Menurut pandangan G77+Cina, JI adalah bentuk neokolonialisme yang harus ditolak karena negara maju akan memiliki posisi tawar yang makin kuat karena kemampuan teknologinya semakin baik, sementara emisinya dibayar dengan murah di negara berkembang.

Di antara negara-negara berkembang yang sebenarnya menyetujui JI adalah Kosta Rika dan sebagian  negara Amerika Latin lainnya. Mereka sudah lebih awal mempersiapkan diri untuk memasuki pasar karbon dengan mekanisme JI. Kelembagaan dan program-program nasionalnya sudah lama dipersiapkan untuk menyambut era perdagangan karbon yang berbasias pasar.
Karena G77+Cina menolak JI akhirnya COP1 diambil keputusan untuk menyelenggarakan kegiatan yang diimplementasikan bersama (Activities Implementation Jointly,AIJ) antara negara-negara maju dan berkembang yang merupakan tahap uji coba, tetapi tidak menghasilkan kredit pengurangan emisi. Kegiatan ini dibiayai negara maju melalui dana bantuan teknis yang sifatnya bilateral dan dimaksud untuk mempersiapkan diri, baik secara institusi maupun teknis, untuk memasuki era perdagangan karbon yang sesungguhnya. Negara-negara berkembang tidak pernah menganggap bahwa proyek AIJ dapat dikonvensi ke JI, tetapi menekankan perlunya evaluasi yang benar. Dari sini negara-negara berkembang akan mengambil sikap. Proyek AIJ terbuka untuk semua pihak atas dasar sukarela dengan kriteria sebagai berikut:

1) Harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan perlindungan lingkungan pihak tuan rumah proyek.

2) Harus disetujui pemerintah pihak tuan rumah.

3) Harus menghasilkan pengurangan emisi yang nyata, dapat diukur, dan berjangka panjang.

Menurut laporan secretariat UNFCCC, dari 109 proyek AIJ yang terdaftar, 76 di antaranya diimplementasikan di negara-negara Eropa Timur yang ekonominya berada dalam transisi menuju ekonomi pasar (Countries with Economies in Transition, CEIT). Hal ini menunjukan bahwa negara-negara berkembang kurang berminat, kecuali Amerika Latin yang mengimplementasikan 25 proyek.
 
Secara umum CDM merupakan mekanisme penurunan emisi yang berbasis pasar juga. Mekanisme ini memungkinkan negara maju melakukan investasi di negara berkembang pada berbagai sektor untuk mencapai target penurunan emisinya. Sementara itu, negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda nasionalnya sambil mencapai tujuan utama konvensi seperti yang diuraikan diatas. Mekanisme tersebut dapat dilakukan secara multilateral, bilateral, dan bahkan akhir-akhir ini berkembang cara-cara unilateral. Lateralisme ini tergantung pada sumber pendanaan dan sistem penyalurannya. Sebagai salah satu mekanisme Kyoto, CDM harus bersaing dengan mekanisme lainnya. Konsekuensinya adalah bahwa CDM harus lebih menarik dan kompetitif disbanding mekanisme yang lain sehingga menjadi pilihan pasar, terutama dalam hal biaya penurunan emisi. Disamping itu CDM juga harus memiliki kelembagaan di tingkat internasional dan nasional yang efisien sehingga prosedur perlaksanaannya jelas dan mudah diikuti oleh semua pihak. Pembatasan-pembatasan yang diterapkan pada mekanisme lain harus menjadi insentif dan diterapkan pada mekanisme lain harus menjadi insentif dan daya dorong proyek CDM sehingga meningkatkan daya saingnya.
Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai, mekanisme ini sebenarnya sudah bias dimulai sejak tahun 2000 sebagai awal periode kredit. Namun demikian, masih banyak negara yang belum siap melakukannya baik dari segi teknis, hukum, maupun kelembagaan. Bahkan sebagian negara berkembang sangat rentan terhadap perubahan iklim merasa lebih mendesak melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim daripada melakukan mitigasi. Oleh karena itu, disepakati bahwa melalui kegiatan CDM harusdapat dikembangkan dana adaptasi bagi negara-negara yang rentan tersebut. Oleh karna itu, diperlukan kesetaraan yang meliputi tiga kategori:

1) Kesetaraan antara negara-negara maju (Annex I) dan negara-negara berkembang (non-Annex I) dalam hal pembagian keuntungan.

2) Kesetaraan di antara negara berkembang dalam hal akses atau kesempatan berpartisipasi di dalam proyek.
3) Kesetaraan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2. Sektor-sektor dalam CDM

Pada dasarnya kegiatan CDM dapat dibedakan atas kegiatan yang menurunkan emisi GRK pada sumber dan kegiatan yang menyerap GRK dari atmosfer. Kegiatan yang menurunkan emisi dari sumber biasanya terfokus pada sektor yang memanfaatkan energi, sementara kegiatan untuk menyerap GRK dari atmosfer, dikenal pula sebagai carbon sequestration, adalah kegiatan non-energi seperti kehutanan.

a. Sektor Energi

Sektor energi dalam hal ini adalah kegiatan yang menghasilkan energi. Kegiatan yang dapat dijadikan proyek CDM sektor energi adalah kegiatan yang dapat menghasilkan energi dengan emisi GRK lebih rendah dibandingkan dengan proses produksi energi yang telah digunakan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam sektor energi ini adalah:

1) Energi terbarukan pembangkitan listrik dengan sumber energi terbarukan termasuk dalam kategori ini, misalnya saja pembangkitan listrik yang menggunakan tenaga panas bumi, tenaga air skala mikro, tenaga angin, tenaga surya serta biomasa. Energi terbarukan mengemisikan GRK yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan energi fosil seperti batubara, minyak bumi serta gas bumi.

2)  Energi efisiensi di sisi pengadaan - proses pembangkitan listrik yang lebih efisien atau dengan teknologi yang lebih bersih termasuk di dalamnya, misalnya dengan sistem cogeneration, yang akan meningkatkan efisiensi sebanyak 50 persen.

3) Pemanfaatan flare gas–gas sisa dari proses penambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi biasanya dibakar dan dikenal sebagai flare gas. Proses pembakaran gas ini pun akan memberikan emisi GRK tambahan, karenanya flare gas harus dimanfaatkan dan tidak lagi dibakar, sehingga dalam proses pun akan terjadi efisiensi, sementara dampak terhadap lingkungan pun akan berkurang. Satu hal yang telah disepakati, pembangkit listrik tenaga nuklir walaupun dikenal sebagai zero emission (emisi GRK-nya tidak ada) tidak dapat diterima sebagai kegiatan CDM. Pertimbangan bagi hal ini lebih bersifat jangka panjang mengingat permasalahan dengan sampah nuklir yang dihasilkan.

b. Sektor Transportasi

Selain sektor yang menghasilkan energi, peran sektor yang menggunakan energi tidak kalah pentingnya. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor pengkonsumsi energi terbesar, padahal pemanfaatan energi dengan membakar sumber energi fosil sudah tentu akan menimbulkan emisi GRK.

Karenanya diperlukan beberapa upaya untuk menanganinya, misalnya:

1) Penggantian bahan bakar fosil dengan bahan bakar lain yang emisi GRKnya lebih rendah, misalnya biodiesel.

2) Efisiensi penggunaan bahan bakar dengan cara menggunakan teknologi yang lebih baik dan dengan pemanfaatan transportasi massal.

c. Sektor Industri

Emisi GRK dari sektor industri dapat dibedakan menjadi emisi dari proses pembangkitan (listrik maupun uap panas), serta emisi spesifik dari proses industri itu sendiri (misalnya emisi CH4 dari industri petrokimia). Beberapa alternatif bagi CDM industri adalah:

1) Penggantian bahan bakar dengan bahan bakar beremisi GRK rendah

2) Efisien pemanfaatan bahan bakar & bahan baku per unit output

3) Pemanfaatan teknologi pengolahan yang lebih bersih dan emisi GRK rendah, misalnya penggantian proses pada produksi semen.

d. Sektor Komersial dan Rumah Tangga

Pada dasarnya kegiatan CDM yang dapat dilakukan di sektor komersial dan rumah tangga lebih berupa penghematan pemanfaatan energi (efiesiensi energi) yang dapat dilakukan misalnya dengan:

1) Pemanfaatan peralatan hemat energi, misalnya lampu hemat energi, serta peralatan listrik hemat energi lainnya, mematikan lampu atau peralatan listrik lain jika sudah selesai digunakan

2) Memanfaatkan pendingin ruangan (AC) dengan baik dan efisien, misalnya menutup pintu dan jendela jika ruangan tersebut memakai AC

3) Pemanfaatan sumber panas alami, misalnya sinar matahari, dalam proses pengeringan dan sebagai sumber penerangan di siang hari.

e. Sektor Persampahan

Sektor persampahan juga memiliki potensi untuk mengemisikan GRK dalam hal ini CH4. Mengingat potensi pemanasan global CH4 adalah 21 kali CO2, maka peran sektor ini pun tidak dapat dilupakan. CDM sektor ini dapat dilakukan misalnya dengan menangkap CH4 yang diemisikan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). CH4 yang ditangkap dapat ditingkatkan nilainya dengan menjadikannya sumber energi dalam bentuk biogas.
f. Sektor Kehutanan

Berbeda dengan berbagai sektor lain, CDM Kehutanan bukan dimaksudkan untuk menurunkan emisi pada sumbernya tetapi untuk menyerap GRK dari atmosfer. Hingga saat ini, CDM Kehutanan dibatasi hanya digunakan dalam Perioda Komitmen I (2008-2012) dan hanya dapat dilakukan bagi dua jenis kegiatan yaitu reforestasi dan aforestasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai reforestasi dan aforestasi misalnya adalah agro-forestry dan reboisasi. Perlu diingat, kegiatan penanaman dalam bentuk perkebunan (plantation) masih menjadi perdebatan seru terutama mengingat potensinya dalam mengurangi keragaman hayati.

3. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam Proyek CDM dan Kriteria Proyek CDM

Dalam pelaksanaan proyek CDM ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara maju, sesuai dengan Protokol Kyoto. Ketentuanketentuan tersebut antara lain adalah :

a. Proyek CDM yang dilaksanakan harus memenuhi kriteria sustainable development yang ditetapkan oleh negara berkembang tempat proyek dilaksanakan (host country).

b. Host country harus memberikan pengakuan bahwa proyek yang dilaksanakan atau investasi atas suatu proyek akan menimbulkan penurunan emisi GRK dibandingkan dengan bila proyek tidak dilaksanakan.

c. Prinsip suplementary, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa kredit penurunan emisi GRK yang diperoleh oleh negara maju melalui proyek di negara berkembang, bersifat tambahan, selain upaya penurunan yang dilakukan di dalam negerinya sendiri. Hal ini berarti negara maju wajib memenuhi target penurunan emisi GRK lebih banyak di dalam negerinya sendiri, dari pada melakukannya di negara berkembang. Prinsip additionality adalah suatu ketentuan yang menyatakan bahwa kegiatan CDM yang dilakukan oleh kedua belah pihak, benar-benar akan memberikan manfaat tambahan (financial, lingkungan dan sosial) dibandingkan bila proyek CDM tersebut tidak dilaksanakan.

 Suatu negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan/proyek CDM apabila :

a. Partisipasi dalam kegiatan/proyek CDM bersifat sukarela

b. Negara tersebut telah membentuk “Designated National Authority (DNA)”

c. Telah meratifikasi Protokol Kyoto.

Sedangkan kriteria CDM yang harus dipenuhi suatu proyek adalah :

a. Memenuhi criteria pembangunan berkelanjutan di host country.

b. Penurunan emisi GRK harus nyata dan terukur

c. Penurunan emisi tersebut bersifat“additional”

d. Menetapkan “baseline”

e. Memberikan manfaat lingkungan

f. Meningkatkan kemampuan house country (Capacity Building) dan alih teknologi.

4. Siklus Tahapan Proyek CDM

Pengembangan proyek CDM dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah atau sektor swasta. Pengembang proyek CDM merupakan gabungan antara investor dri Negara maju dan tuan rumah dari egara berkembang. Siapa pun pengembangnya proyek CDM perlu mengikuti suatu prosedur atau tahapan dalam suatu siklus yang melibatkan kelaembagaan formal CDM, baik di tingkat global maupun nasional. Lembaga tersebut akan bekerjasama dengan peserta peserta sepanjang periode pelaksanaan proyek dengan tahapa yang jelas. Dalam melaksanakan proyek CDM terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh agar kegiatan yang bersangkutan dapat diterima sebagai proyek CDM. Tahapan-tahapan yang dikenal sebagai siklus proyek CDM ini adalah:

a. Identifikasi proyek – langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi apakah rencana kegiatan tersebut memiliki potensi untuk menurunkan emisi GRK atau menyerap GRK dari atmosfer. Dalam hal ini, pengusul proyek perlu melakukan penghitungan potensi penurunan ataupun penyerapan GRK.

b. Desain proyek – langkah berikutnya adalah pengumpulan informasi yang diperlukan dalam menyiapkan dokumen rancangan proyek (Project Design Document, PDD). Informasi yang diperlukan antara lain adalah mengenai deskripsi proyek, batasan proyek, penentuan baseline (keadaan tanpa adanya proyek tersebut) dan informasi mengenai sumber pendanaan.

c. Dokumen Rancangan Proyek/Project Design Dokumen (PDD) – selanjutnya, pemilik proyek menyiapkan dokumen proyek yang berisi informasi lengkap mengenai proyek serta sisi ke-CDM-annya. Beberapa hal yang harus tercantum dalam dokumen tersebut antara lain:

1) deskripsi umum proyek, berisi tentang tujuan proyek, deskripsi teknis proyek serta gambaran batasan-batasan proyek (project boundaries);

2) perhitungan emisi baseline dan metodologi perhitungannya;

3) perhitungan emisi proyek dan metodologi perhitungannya;

4) perioda waktu aktivitas proyek;

5) metodologi dan rencana pengawasan proyek (monitoring plan);

6) analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

7) komentar publik mengenai proyek tersebut ;

d. Persetujuan oleh Otoritas CDM Nasional (DNA) - setelah PDD selesai dibuat dan dilampiri semua informasi yang dibutuhkan, kemudian PDD diserahkan ke Otoritas CDM Nasional untuk disetujui. Setelah dinilai dan dievaluasi berdasarkan semua informasi yang tertera di dalamnya, terutama sumbangannya untuk pembangunan berkelanjutan, transparansi, dan partisipasi masyarakat, DNA akan memberikan persetujuannya.

e. Validasi - pada tahap ini, seluruh informasi yang terdapat di dalam PDD, terutama penghitungan baseline divalidasi oleh validator independen (Operational Entity, OE) yang telah diakreditasi oleh Badan CDM Internasional (CDM-Executive Board). Badan independent ini akan mengevaluasi apakah proyek tersebut telah memenuhi persyaratan CDM dan apakah proyek perhitungan CER yang dilakukan dapat diterima.

f. Registrasi - proyek CDM harus didaftarkan ke CDM Executive Board (EB). Tahap ini dinamakan registrasi, dimana EB menerima secara formal pengajuan PDD dari kandidat proyek CDM. EB merupakan badan internasional di bawah COP/MOP, atau pertemuan tahunan para negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto, yang tugasnya adalah mengatur dan mengawasi pelaksanaan CDM di seluruh dunia. Sebuah proyek yang didaftarkan ke EB akan melalui sebuah proses komentar publik selama 30 hari, dimana PDD akan ditaruh di website EB untuk mendapatkan komentar terbuka dari semua pihak. Jika ada keberatan dari EB atau dari pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek mengenai dokumen yang diserahkan, maka EB akan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai proyek yang diajukan. Jika tidak ada keberatan dari EB, maka proses registrasi akan selesai dalam waktu 8 minggu.
g. Implementasi – tahapan dimana proyek CDM dijalankan biasanya dinamakan implementasi yang pada dasarnya dapat dilakukan sebelum registrasi maupun sesudahnya. Jika dilakukan sebelum registrasi, batas waktu paling awal adalah tahun 2000, artinya hanya proyek yang berjalan sejak tahun 2000 saja yang dapat diajukan sebagai proyek CDM.

h. Pengawasan/monitoring - setelah proyek ini didaftarkan dan diimplementasikan, maka pemilik proyek bertanggung jawab atas pengawasan atau monitoring atas penurunan emisi GRK maupun penyerapan GRK akibat adanya proyek yang bersangkutan. Pelaksanaannya sendiri harus sesuai dengan rencana pengawasan yang tertera pada PDD dan dilakukan oleh monitor independen. Kegiatan pengawasan meliputi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data-data yang digunakan untuk menghitung emisi baseline dan emisi proyek.

i. Verifikasi - pada tahap ini hasil pengawasan akan dikaji ulang, termasuk metodologi yang digunakan dalam melakukan pengawasan, dan kemudian dilaporkan secara tertulis. Jumlah emisi GRK yang berhasil diturunkan harus tertera di dalamnya sehingga dapat dilihat apakah penurunan ataupun penyerapan GRK yang diperkirakan telah terpenuhi. Laporan pengawasan yang dilakukan oleh badan independen ini harus dipublikasikan sebagai proses keterlibatan publik.

j. Sertifikasi penurunan emisi - sertifikasi adalah jaminan tertulis oleh badan independen yang menyatakan bahwa proyek yang bersangkutan, dalam perioda tertentu, telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang telah diverifikasi.

k. Penerbitan penurunan emisi tersertifikasi/Certified Emission Reduction (CER) – CDM Executive Board mempunyai waktu maksimal 15 hari setelah permohonan penerbitan CER diberikan untuk mengkaji ulang surat sertifikasi proyek yang bersangkutan. Setelah itu Executive Board harus segera mengumumkan hasilnya dan mempublikasikan keputusannya sehubungan dengan disetujui atau tidaknya CER yang diusulkan beserta alasannya.
5. Struktur Kelembagaan CDM 

a.   National Focal Point adalah Kantor Kementerian Lingkungan Hidup

b. National Climate Change Committee adalah Komite yg dipimpin oleh Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan anggota yang berasal dari instansi terkait seperti Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Kehutanan, Dep. Perhubungan, Dep. Keuangan dan lain-lain.

c.   National Authority terdiri dari :

National CDM Board dan National CDM Clearinghouse.

1) National CDM Board
Fungsi : 

- Melaksanakan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap proyek CDM

- Merumuskan kebijakan nasional dan strategi mengenai CDM

- Melaksanakan “Capacity Building” untuk CDM

- Melaksanakan pemasaran proyek2 CDM

Anggota : Instansi pemerintah, swasta, dan LSM.
2) National CDM Clearinghouse

Fungsi :

- Merupakan sekretariat CDM Board

- Membantu persiapan proyek-proyek CDM

- Melakukan monitoring, pelaporan dan pendaftaran proyek-proyek CDM yang sedang   berjalan.

- Melakukan kehumasan (public relation, internet home pages, dll)

d. Executive Board adalah Lembaga Penasehat (Supervisory Board) CDM

Fungsi :

- Melakukan akreditasi terhadap Operational Entity

- Melakukan registrasi terhadap proyek-proyek CDM

- Memberikan persetujuan terhadap metodologi untuk baseline dan monitoring proyek CDM

- Menerbitkan sertifikat pengurangan emisi (Certificate Emission Reduction-CER)

e. Operational Entity adalah Konsultan (Perusahaan) pihak ketiga akreditasi dari Executive Board untuk melakukan fungsi registrasi, verifikasi dan proses sertifikasi.
6. Aktor-aktor dalam Pelaksanaan CDM 
Partisipan Proyek

Partisipan proyek, atau Project Participant menurut PDD, adalah pihak yang mengajukan proyek CDM dan karenanya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas proyek CDM yang diajukan. Partisipan proyek dapat terdiri dari pihak yang memegang hak kepemilikan atas proyek, pelaksana proyek dan pihak yang sekedar berpartisipasi dalam aspek tertentu dari proyek sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Alat utama yang digunakan oleh partisipan proyek adalah sebuah proposal proyek, yang biasa disebut dengan PDD atau Project Design Document.

Badan Pelaksana/Operational Entity (OE)

OE adalah badan independen yang bertugas untuk membantu EB dalam melaksanakan validasi dan verifikasi. Validator bertugas untuk memeriksa apakah semua data yang ada dalam PDD itu sudah valid atau belum. Selain itu, validator juga harus memeriksa apakah proyek CDM tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari DNA. Verifikator bertugas untuk mengkaji apakah proses pengawasan yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan rencana pengawasan (monitoring plan) dan juga menilai apakah penurunan emisi memang benar terjadi. Setelah melakukan verifikasi, badan ini bertugas untuk membuat jaminan tertulis bahwa proyek tersebut telah menurunkan emisi GRK dalam jumlah tertentu pada jangka waktu tertentu dan hal ini telah diverifikasikan. Independensi dan transparansi merupakan faktor yang sangat penting bagi OE agar penilaian yang diberikan benar-benar objektif. OE harus terakreditasi terlebih dahulu di Dewan Eksekutif CDM sebelum menjalankan tugasnya. 

Investor

Pada dasarnya investor dalam CDM dapat dibedakan antara:

• Investor yang hanya membeli CER,

• Investor yang menanamkan modalnya dalam proyek CDM dengan

imbalan CERs.

Saat ini beberapa badan internasional, sektor swasta maupun pemerintah Annex I telah membuka tender dan mencari proyek-proyek CDM. Untuk negara Annex I, Belanda misalnya melalui program CERUPT (Certified Emissions Reductions Unit Procurement Tender) telah mengumumkan 18 proyek CDM yang akan didanainya. Demikian pula dengan beberapa negara lain seperti Finlandia dan Jepang. Peran institusi keuangan internasional pun tidak kalah pentingnya. Misalnya saja Bank Dunia dengan beberapa mekanisme penurunan emisi seperti Prototype Carbon Fund (PCF), Bio Carbon Fund (BCF), dan Community Development Carbon Fund (CDCF).

Broker

Broker adalah badan yang menyediakan jasa perantara dalam mencarikan investor ataupun mencarikan CER yang bisa dibeli. Biasanya broker juga memberikan jasa layanan keuangan dalam hal membuat skema pendanaan proyek CDM. Saat ini beberapa broker seperti Natsource, Ecosecurities dan Mitsubishi Securities telah aktif dalam menjalankan perannya di CDM.

Badan Asuransi

Badan asuransi untuk CDM sebenarnya sama saja dengan badan asuransi pada umumnya. Hanya saja, komoditasnya adalah CER. Tugas badan asuransi disini yaitu untuk memberikan jaminan penyampaian (deliver) CER dari pemilik/pengembang proyek ke investor. Jika CER yang sudah dibeli oleh investor ternyata tidak dapat diserahkan oleh pemilik proyek karena berbagai hal, maka badan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada investor.
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